BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar BelakangPenelitian

Indonesia telah menetapkan otonomi daerah dengan mengeluarkan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan
dikeluarkannya UU No 32 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa suatu otonomi
daerah tersebut memberikan wewenang kepada daerah otonom untuk mengurus
serta mengatur apapun yang menjadi kepentingan dari masyarakat daerah
setempat menurut upaya dari masyarakat itu sendiri yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Pemerintah mengeluarkan UU No 17 Tahun 2003 yang
menjelaskan tentang Keuangan Negara dan terdapat penjelasan dalam Pasal 32
dari UU tersebut yang mensyaratkan bahwa setiap bentuk maupun isi dari laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD dalam penyusunan dan

penyajiannya harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengelolaan serta pengungkapan LKPD dilakukan oleh aparatur yang
memiliki peranan sangat penting karena laporan keuangan daerah tersebut harus
transparan dan akuntabel. Telah dijelaskan pada UU No 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik yang lebih dijelaskan pada pasal 9 ayat 1 yaitu
badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berangsur-angsur.
Informasi Publik tersebut merupakan informasi mengenai laporan keuangan serta
yang berhubungan dengan kegiatan dan kinerja badan publik. Pada pasal 7 ayat 2

lebih ditekankan pada kewajiban dari badan publik yang harus menyediakan



informasi publik yang benar, akurat serta tidak menyesatkan para pengguna

laporan keuangan daerah tersebut.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini semakin meningkat.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus dapat menghasilkan laporan
keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan
suatu wujud pertanggungjawaban dari pemerintah yang berisi informasi penting
yang harus dapat dipublikasikan kepada masyarakat umum dan para pengguna
laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan yang berkualitas harus dapat
memenuhi karakteristik kualitatif yang terdiri dari relevan, andal, dapat

dibandingkan dan dapat dipahami (Wati dkk, 2014).

Konsep Islam mengajarkan pentingnya menyampaikan suatu informasi
dengan benar kepada pihak lainatau para pengguna informasi tersebut yang

tampak dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang menyatakan bahwa:
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik
dengan membawa berita, maka telitilah berita itu agar kalian tidak memberikan
keputusan kepada suatu kaum tanpa pengetahun sehingga kalian akan menyesali
diri atas apa yang telah kalian kerjakan”.(QS al-Hujurat ayat 6)

Dalam surat Al-Hujarat tersebut menjelaskan bahwa kita harus teliti terhadap
informasi yang disampaikan oleh orang lain. Dengan jelas Al-Qur’an telah

mengajarkan kepada kita bahwa setiap informasi yang kita terima, harus



dilakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut. Seperti hal nya
informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang harus dapat mewujudkan

transparansi dan akuntabilitas serta dapat bermanfaat bagi para pengguna nya.

Setelah di audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), kemudian
Laporan keuangan pemerintah selanjutnya akan diserahkan kepada DPR/DPRD
serta disampaikan kepada masyarakat umum. LKPD tersebut akan menjadi dasar
yang digunakan dalam pengambilan suatu keputusan oleh pihak-pihak yang
memiliki kepentingan. LKPD harus berisi informasi yang bermanfaat bagi para
pemakainya serta mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompetensi
Sumber daya manusia (SDM), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Pengawasan keuangan merupakan
faktor-faktor yang diduga dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah.

Sumber daya manusia merupakan faktor penting agar dapat membentuk
laporan keuangan yang berkualitas. Sumber daya manusia tersebut harus
berkompeten karena kompetensi dari sumber daya manusia tersebut memiliki
peran penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan suatu
entitas yang bersangkutan tersebut (Wati dkk, 2014). Fenomena yang terjadi
sekarang ini, masih banyaknya para pegawai negeri (PNS) yang memiliki kinerja
kurang baik. Seperti yang diberitakan disiaran MNC TV Yogyakarta pada tanggal
3 juli 2017, di hari pertama kerja setelah liburan panjang lebaran, terdapat
beberapa pegawai negeri yang membolos dan datang terlambat ke kantor.Menurut

penelitian Zetra (2011) menjelaskan tentang kendala utama mengenai masih



sulitnya bagi aparatur dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah
yangbersifat transparan dan akuntabel, tepat waktu serta penyusunannya
berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan yaitu di duga masih kurangnya
staf atau sumber daya manusia yang berkompeten di bidang akuntansi dalam

melaksanakan pertanggungjawaban anggaran dalam pemerintah daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Lasmara dan Rahayu (2016), Kiranayanti
dan Erawati (2016), menemukan bukti bahwa sumber daya yang berkompeten
memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Menurut penelitian Wati, dkk (2014) dan Nadir dan Hasyim (2017) memberikan
bukti bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan koefisien variabel
sumber daya manusia.Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Inapty dan
Martiningsih  (2016) menemukan bukti bahwa kompetensi aparatur tidak

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Intern (SPI)memiliki fungsi yang dapat memberi
keyakinan yang memadai agar dalam proses akuntansi dapat tercipta efektifitas
serta efisiensi, terutama dalam hal untuk membuat suatu laporan keuangan yang
andal (Mahaputra dan Putra, 2014). Kemudian telah dijelaskan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah yang menjelaskan mengenai pengendalian intern yaitu suatu
proses yang dibuat untuk dapat memberi keyakinan yang memadai terhadap

penggapaian tujuan pemerintah daerah yang diantaranya berasal dari laporan



keuangan yang andal, pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan efisien

serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang dilakukanoleh Mahaputra dan Putra (2014) telah
mendukungdanmenemukan bukti bahwa SPI memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap informasi pelaporan keuangan SKPD dan didukung oleh
penelitian yang telah dilakukan oleh Kiranayanti dan Erawati (2016) bahwa SPI
memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
daerah. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Surastiani dan
Handayani (2015) yang menemukan bukti bahwa Sistem Pengendalian Intern
(SPI) berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan
pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan
(2016) yang menemukan bukti bahwa sistem pengendalian intern tidak

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan pemda dapat
dicapai dengan bantuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang membantu agar
menciptakan suatu pemerintah daerah yang baik. BPK memiliki fungsi untuk
memeriksa, menguji, dan menilai semua penggunaan keuangan daerah.
Transparansi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu mampu
menyajikan dan mempublikasikan informasi yang mudah dilihat dan diakses oleh
masyarakat dan para pengguna informasi dengan cara mempublikasikan laporan
keuangan pemda lewat internet (Pratolo dan Jatmiko, 2016). Menurut Kawedar
dalam Mahaputra dan Putra (2014) menemukan buktijika inginlaporan keuangan

pemerintah pusat ataupun daerah memiliki tingkat akuntabilitas dan transparansi



yang tinggi, maka perlu dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kemudian dilaporkan ke DPR hasil dari pemeriksaan oleh BPK tersebut untuk
digunakan sebagai pengelolaan keuangan negara, sedangkan yangdigunakan

sebagai pengelolaan keuangan daerah akan dilaporkan ke DPRD.

Dalam penyusunan laporan keuangan daerah harus berpedoman pada
standar yang telah ditetapkan yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Standar akuntansi pemerintahan berisi tentang prinsip-prinsip akuntansi yang
harus dipakai dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pusat maupun
laporan keuangan daerah. Sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 yang berisi
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dan penyajian laporan
keuangan pemerintah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP). Sesuatu yang menjadi prasyarat dan juga menjadi pedoman
yang memiliki hukum dengan kekuatan tinggi yang digunakan untuk
meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia
adalah SAP. Menurut penelitian Mahputra dan Putra (2014) menemukan
buktisecara empiris bahwa SAP memiliki pengaruh positif terhadap kualitas
informasi pada pelaporan keuangan. Didukung dengan penelitian yang dilakukan
Wati, dkk (2014), Nugraeni dan Budiantara (2015) yang menemukan bukti bahwa
penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kualitas laporan keuangan daerah.Berlawanan dengan penelitian yang
dilakukan olehlnapty dan Martiningsih (2016) yang menemukan bukti bahwa
penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas

informasi laporan keuangan.



Pengawasan keuangan daerah pada umumnya digunakan untuk
menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dengan
tujuan tertentu. Dengan pengawasan tersebut diharapkan dapat membantu
melaksanakan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan dan direncanakan
secara efektif dan efisien (Pujiswara dkk,2014). Berkaitan dengan akuntabilitas,
pengawasan ini adalah salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat
umum yang berhubungan dengan kinerja dari pemerintahan dengan membangun
suatu sistem pengawasan yang efektif antara pengawasan internal dan pengawasan
eksternal.Pengawasan keuangan daerah diperlukan agar laporan keuangan yang
dibuat oleh suatu entitas yang bersangkutan tersebut berkualitas. Pengawasan
keuangan daerah Menurut Tuasikal dalam Arfianti (2011) menjelaskan bahwa
diperlukan sebuah media tertentu yang relevan, misalnya untuk dapat memberikan
informasi keuangan yang andal, yang ditujukan untuk para pengguna laporan
keuangan tersebut agar dapat selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, maka
harus dilakukan pengawasan keuangan daerah. Penelitian yang telah dilakukan
oleh Nadirsyah dan Abdullah (2016) mendukung penelitian bahwa pengawasan
keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan
keuangan SKPD. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pujiswara dkk (2014)
menemukan bukti bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif

terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Alasan mengapa peneliti melakukan penelitian di Pemerintah Daerah

Kabupaten Tasikmalaya tersebut disebabkan karena Pemerintah Daerah



Kabupaten Tasikmalaya telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian

pada Laporan Keuangan pada tahun anggaran 2015 dan 2016.
Tabel 1.1
Opini BPK

Opinl Tahun Opinl Tahun Opinl Tahun Opini Tahun

Mo Entitas Permerintah Dasrah i 13 Opinl Tahun 2013 w14 208
& 171 | Kab. Clamis 1 WD 1 Wop 1 WTP 1 WTP 1 WTP
7 172 | Kab. Clanjur 1 WDop 1 wop 1 wop 1 WTP 1 WTP
a8 173 | Kab. Cirebon 1 wWoe 1 wop 1 WwopP 1 WDP 1 WTP
9 174 | Kab. Garut 1 WDoe 1 WDP 1 WoP 1 WDP 1 WTP
10 175 | Kab. Indramayu 1 WDP 1 WDP 1 ™P@F 1 Wop 1 WTP
11 176 | Kab. Karawang 1 Wwoe 1 wWDP 1 WopP 1 WDP 1 WTP
12 177 | Kab. Kuningan 1 WDoe 1 WDP 1 WoP 1 WTP 1 WTP
13 178 | Kab. Majalengka 1 WDP 1 WDP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
14 | 179 | Kab. Pangandaran 1 woe 1 woe
15 180 | Kab. Purwakarta 1 WDoe 1 WDP 1 WoP 1 WDP 1 WTP
16 181 | Kab. Subang 1 WDop 1 WDP 1 wWopP 1 TMP 1 TP
17 182 | Kab. Sukabumi 1 wWoe 1 wWDP 1 WwopP 1 WTP 1 WTP
18 183 | Kab. Sumedang 1 WDoe 1 WDP 1 WoP 1 WTP 1 WTP
".‘/ 19 184 | Kab. Taslkmalaya 1 WDop 1 Wop 1 wop 1 WTP 1 WTP
20 185 | Kota Bandung 1 wWoe 1 wWDP 1 WwopP 1 WDP 1 WDe
21 186 | Kota Banjar 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP 1 WTP
22 1BT | Kota Bekasi 1 Wop 1 WDP 1 WopP 1 Wop 1 WTP
23 188 | Kota Bogor 1 wWop 1 Wop 1 wop 1 wWop 1 WDe
24 189 | Kota Cimahl 1 wDer 1 WoP 1 WTP 1 WTP 1 WTP

Sumber : www.bpk.go.id (IHPS BPK RI semester Il tahun 2016)

Keterangan:

WTP : Opini Wajar Tanpa Pegecualian
WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Memberikan Pendapat

Tetapi dalam memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian tersebut,
tampak janggal karena seperti yang dimuat dalam website www.pikiran-
rakyat.com, dari website surat kabar tersebut, ternyata terjadi beberapa kasus
korupsi di Kabupaten Tasikmalaya yang salah satunya adalah kasus yang
menyeret Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya.

Korupsi yang dilakukan tersebut adalah pengadaan mebel sebesar RP 1,5 miliar.


http://www.bpk.go.id/
http://www.pikiran-rakyat.com/
http://www.pikiran-rakyat.com/

Pada saat korupsi terjadi tahun 2011, terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian
Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan kasus baru diketahui dan
diusut. Oleh sebab itu, perlu melakukan evaluasi terhadap penerapan SAP dalam
laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagai kerangka
konseptual dari pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dipakai untuk
mengevaluasi kualitas laporan keuangan Kabupaten Tasikmalaya dan menentukan

apakah telah taat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Firdaus dkk,

2015).
Tabel 1.2
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS Il Tahun 2016 pada Pemerintah Daerah dan
BUMD
Mo Urut Entitas Jmil Laporan Hasl Pemerlksaan
12 202 | Kabupaten Purwakarta 1 Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta
13 203 | Kabupaten Subang 1 Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Subang di Subang
Pengelolzan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan [PBE-P2) Tahun
14 204 | Kabupaten Sumedang 1 Anggaran 2015 s.d Semester | 2016 pada Pemerintah Kabupaten Sumedang di
Sumnedang
Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan
\/ 205 | Kabupaten Taslkmalzya 1 Dasar Menengah Yang Berkualitas Pada Pemerintah Kabupaten Taslkmalaya Ta 2014

s.d. 2016 (sernester 1) di Singapama

Efektivitas Tata kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran

16| 206 | Kota Belkasl | 2011 5.4 2016 Pada Pemerintah Kota Bekas i Bekasl
17 207 | Kota Bogor 1 Belan|a Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kota Bogor di Bogor
Pengelolzan Pajak dan Restribusl Daerah Tahun Anggaran 2016 Pada Pemerintah
1 208 | Kota Depok ! Kabupaten Kota Depok di Depok
1 200 | Kota Tasikmalaya 1 Pengelolaan Pajak dan Restribusl Daerah Tahun Anggaran 2016 Pada Pemerintah

Kabupaten Kota Tasikmalaya di Taslkmalaya

Sumber : www.bpk.go.id (IHPS BPK RI semester Il tahun 2016)

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dyah Puri Surastiani dan
Bestari Dwi Handayani (2015). Perbedaan antara penelitian ini dengan
sebelumnya yaitu mengganti variabel kualitas sumber daya manusia menjadi

kompetensi sumber daya manusia. Menurut Prasetya (2015) menjelaskan bahwa


http://www.bpk.go.id/
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kompetensi menunjukkan pada karakteristik yang mendasari perilaku seseorang
yang menggambarkan motif, ciri khas, konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau
keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul di tempat Kkerja.
Sedangkan menurut Handayani (2015) menjelaskan bahwa kualitas merupakan
suatu ukuran yang menyatakan tentang seberapa jauh persyaratan, spesifikasi, dan

harapan telah dipenuhi.

Dalam penelitian tersebut terdapat tiga variabel independen yaitu Kualitas
sumber daya manusia, Pemanfaatan teknologi informasi dan Sistem pengendalian
intern. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menambah dua variabel
independen vyaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pengawasan
keuangan daerah. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel pada daerah
Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan uraian yang telah dibahas oleh peneliti di
atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor
Kunci Sukses Kualitas Laporan Keuangan untuk Mewujudkan Transparansi

dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya”.

B. Batasan Masalah

Terdapat banyak faktor yang diduga menjadi kunci sukses dalam kualitas
laporan keuangan tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel
Kompetensi Sumber daya manusia (SDM), Sistem pengendalian intern
Pemerintah (SPIP), Standar akuntansi pemerintahan (SAP), dan Pengawasan
keuangan daerah, karena faktor-faktor tersebut diduga berpengaruh terhadap kasus

korupsi yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya.
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

2. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruhterhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

3. Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah?

4. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruhterhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka

tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh dari kompetensi
sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah.

2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh dari sistem
pengendalian intern Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah.

3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh dari Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah.
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4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh dari pengawasan
keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
E. Manfaat Penelitian
Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua bidang, yang
diantaranya adalah:
1. Bidang Teoritis
a. Bagi Dosen Akuntansi Sektor Publik
Sebagai bentuk implementasi ilmu yang diperoleh selama
perkuliahan yang berupa teori-teori dengan kenyataan yang terjadi,
sehingga teori yang diperoleh tersebut dapat digunakan dalam keadaan
sesungguhnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk
penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik
dan untuk memperdalam mengenai transparansi dan akuntasbilitas yang
diterapkan di laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat
memberikan bukti empiris mengenai pengaruh dari Kompetensi sumber
daya manusia, Sistem pengendalian intern pemerintah, Standar Akuntansi
Pemerintahan, dan Pengawasan keuangan daerahterhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan transparasi dan
akuntabilitas.
b. Bagi peneliti selanjutnya
Menjadi referensi penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan
akuntansi sektor publik khususnya di pemerintahan daerah yang sesuai

dengan pembahasan tentang kompetensi sumber daya manusia, sistem
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pengendalian intern, standar akuntansi pemerintahan, dan pengawasan
keuangan daerah.
2. Bidang Praktis
a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan
pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk
dijadikan masukan dan pertimbangan dalam mengevaluasi dan mengukur
sejauhmana Kkinerja para pejabat pengelola keuangan daerah dalam
menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas agar
mencapai pemerintahan yang baik.
b. Bagi Perguruan Tinggi
Sebagai pengembangan literatur akuntansi disektor publik
khususnya pada pemerintah daerah yang membahas tentang kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah dan dapat dijadikan sebagai jurnal
pendukung penelitian.
c. Bagi Masyarakat
Diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan serta bahan
bacaan untuk menambah pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan

pemerintah daerah.
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